
www.jdih.baliprov.go.id 
 

 
GUBERNUR BALI 

 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 28 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 60 TAHUN 2015 

TENTANG SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN 

PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM  
UNTUK KORBAN BENCANA    

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BALI,  
 

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali      

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan 
Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, 
Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban 

Bencana; 
 

b. bahwa   dengan  telah  berlakunya  Peraturan  Daerah 
Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), 

maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 
tentang  santunan dan bantuan sosial perbaikan 
sarana dan prasarana perekonomian, rumah 

masyarakat dan fasilitas umum untuk korban bencana 
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur  tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan 

Fasilitas Umum untuk Korban Bencana; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4456); 

 
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4723); 

 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahtraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4967); 

 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah  diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5679); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4828); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 
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13. Peraturan  Pemerintah  Nomor 18  Tahun  2016    
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2016  

Nomor 541); 
 

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 
 

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi 

Bali    Tahun 2016 Nomor 98); 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 60 TAHUN 2015 
TENTANG SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL 

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, 
RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM UNTUK 
KORBAN BENCANA. 

 
  Pasal I 

 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan 

Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, 
Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban 
Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015       

Nomor 60), diubah sebagai berikut: 
 

  1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 7 
 

Besaran santunan dalam bentuk uang diberikan bagi 

setiap korban bencana, meliputi: 
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a.  meninggal dunia sebesar Rp. 15.000.000,-
(Lima belas juta rupiah); 

b.  menderita kecacatan fisik/mental sebesar                                                
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);dan 

c.  luka berat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh 

juta rupiah). 
 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi        
sebagai berikut: 

 

Pasal 9 
 

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk 

perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum 
sebagai berikut: 

a. perbaikan rumah masyarakat: 
1. perbaikan/rehabilitasi ringan Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 

9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu 
rupiah); 

2. perbaikan/rehabilitasi sedang Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) sampai dengan                      
Rp. 14.900.000,-(empat belas juta sembilan 

ratus ribu rupiah); 
3. perbaikan/rehabilitasi berat Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) sampai dengan                    

Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);dan 
4. pembangunan kembali rumah yang rusak/ 

hancur total  Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima 
juta rupiah). 
 

 
b.  fasilitas umum: 

1. perbaikan/ rehabilitasi ringan Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) sampai dengan                 
Rp. 24.900.000,-(dua puluh empat juta 

sembilan ratus ribu rupiah); 
2. perbaikan/rehabilitasi sedang Rp. 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan            

Rp. 49.900.000,-(empat puluh sembilan juta 
sembilan ratus ribu rupiah);dan 

3. perbaikan/rehabilitasi berat Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan                
Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). 

 
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

 
(1) Penerima bantuan sosial  untuk perbaikan  sarana 

dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah 

masyarakat dan fasilitas umum menyampaikan 
laporan penggunaan bantuan sosial kepada 

Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah selaku PPKD dengan tembusan 
kepada BPBD Provinsi. 

 
(2) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, 

meliputi: 
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a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh 
penerima bantuan sosial; 

b. surat pernyataan tanggungjawab yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang 
diterima telah digunakan sesuai dengan 

usulan; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Gubernur melalui Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD 

paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran 
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh 
penerima bantuan sosial selaku obyek 
pemeriksaan.   

 
  Pasal II 

 
  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita  Daerah Provinsi Bali. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 13 April 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
 
COKORDA NGURAH PEMAYUN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017  NOMOR 28 

    Ditetapkan di Denpasar 

   pada tanggal 13 April 2017 

 

   GUBERNUR  BALI, 

 

 

 

 MADE MANGKU PASTIKA 
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